
PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

DAN

WALI KOTA MEDAN

NOMOR: tft f ft9oc
NOMOR : qL6l tLsLaLL

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

DAN

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang a bahwa olahraga merupakan suatu usaha untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmani,
rohani dal sosial yang merupakan bagian dari tujuan
pembangunan daerah dalam upaya untuk mewujudkan
Masyarakat yang Maju, Adil, Makmur, Sejahtera dan
Demokratis maka Keolahragaan dilakukan terpadu
Sistematis dan berkelanjutan;

bahwa dalam rangka menjamin pemerataan akses
terhadap kegiatan olahraga, meningkatkan kebugaran
dan kesehatan, serta prestasi, sehingga Keolahragaan
mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan
tuntutan dan perubahan baik daerah, nasional maupun
internasional, diperlukan kepastian hukum dan
Keolahragaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Medan dan Wali Kota Medan tentang Ralcangan
Peraturan Daerah Kota Medan tentang Keolahragaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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1Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
to92l;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20O3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 71, tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6782);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 Tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun
2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2063l. sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O Tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3l ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 6 Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat,
Dewan Perwakilan Daera-h dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor l82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor l3
Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2OL4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor 181, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanyrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2O15 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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10. Undaag-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 36, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47031 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
7 tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OOT Tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 27, tambahan [rmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6460);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OO7 tentang
Pendanaal Keolahragaan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 20lO tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 10
tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor lI2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888); diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 Tentang Perangkat
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O19 Nomor 187, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

17. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O tahun 20la tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2O16
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
(l,embaran Daerah Kota Medan Tahun 2O16 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 1 Tahun 202 1

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021
Nomor l1);

20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2O18 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2O20
Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Dearah Kota Medan Nomor I Tahun 2018
tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun
2O20 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
Tanggal 3l Oktober 2022;

Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Kota Medan
tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Keolahragaan pada Rapat Paripurna
DPRD Kota Medan, tanggal 28 November 2022.

Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kota Medan yang disampaikan pada Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
tanggal 28 November 2022.

MEMUTUSKAN:

PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN DAN WALI KOTA MEDAN TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
KEOLAHRAGAAN.
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Menetapkan



KESATU

KEDUA

KETIGA

Menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Keolahragaan menjadi Peraturan Daerah Kota
Medan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan
Bersama ini.

Dalam implementasi Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya
memperhatikan pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilal
Rakyat Daerah Kota Medan yang seterusnya ditindaklanjuti
sesuai dengan peraturan yang berlaku^

: Persetujuan Bersama
ditetapkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal zf, November 2O22

WALI KOTA MEDAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY

Tembusan:
1. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;
2. Sekretaris DPRD Kota Medan.

HASYIM, S.E
KBTUA

KETUA

H.T . BAHRUM SYAH, S.H,, M.H.
WAKIL KETUA

S.E.

H. IHWAN RITONGA. S.E.. M.M
WAKIL KETUA

H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.].


